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Abstrak
	Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahakamah Konstitusi  sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, jelas berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Untuk mengetahui Mekanisme lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah  Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pilkada memerlukan payung hukum sebagai landasan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut lahirnya Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi pemilihan umum (KPU). Upaya sistematis dan konseptual untuk menentukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat diserahkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya dalam sengketa pemilihan kepala daerah sengketa, baik sengketa calon, sengketa hasil, maupun sengketa tata usaha negara.
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Abstract
	Administrative dispute is one of the problems that always arise in the administration of elections in Indonesian. especially elections of regional head and deputy head of the region . Resolution mechanisms on the issue, sometimes there is an overlap between the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court. So it is important to discuss this issue for several reasons. In Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " the determination of the dispute case of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of the special judicial body". Re- submit the dispute election to the Constitutional Court, clearly contrary to Constitutional Court Decision Number 97 /PUU–XI /2013, dated 16 January 2014. In its decision, the Constitutional Court declared no longer have the authority to resolve the dispute the results. To determine the mechanism of the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court in handling election disputes require legal protection as a strong legal foundation, based on the birth of Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " case of dispute the determination of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body in the Law courts administrative (administrative Court)". This research uses normative, the approach used is the approach of legislation . Results of this study we can conclude that the stipulation of candidates for regional head and deputy head of the region that determines whether or not candidates for regional head and deputy head of the region is to be left entirely to the electoral commission (GEC). Systematic effort and conceptual to determine the rules of the time limit equally between the lawsuit and the stages of local elections can be submitted to the Committee Panwas (Election Oversight) and the watchdog elections (Election Monitory Board) In order later in life do not happen again overlap between the judiciary, particularly in disputed local elections disputes, disputes both candidates, disputed the results, as well as state administrative disputes.













	Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah. dengan berlandaskan pada UUD NRI 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim Soeharto ketika itu, termasuk terhadap pemilihan kepala daerah. kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. Dengan demikian berarti kepala daerah bukanlah hasil pemilihan dari DPRD, karena jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja diantara para calon itu. Aturan tersebut terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat​[1]​. 
		Seiring jatuhnya pemerintahan Soeharto, yang ingin mewujudkan suatu tatanan Indonesia Baru maka ditetapkanlah undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999. undang - undang ini menimbulkan perubahan pada penyelengaraan pemerintahan di daerah. perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undang - undang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis. Menurut undang - undang nomor 22 tahun 1999, pemerintah dareah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dimana DPRD diluar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan​[2]​.
		Pemerintah menganggap frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat diartikan pilkada langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD.  “Namun, pilkada sesuai UUD NRI 1945 lebih bermakna pilkada langsung oleh rakyat, Pasal 56 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​pusatdata​/​detail​/​28063​/​nprt​/​1011​/​uu-no-12-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah​)  tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2011 (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​pusatdata​/​detail​/​lt4ed718bf96f57​/​node​/​lt5209bf5173035​/​uu-no-15-tahun-2011-penyelenggara-pemilihan-umum​) tentang Penyelenggara Pemilu. Sebab, pilkada langsung tak sejalan dengan pemaknaan kedua pasal itu yang menyebutkan pilkada secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil. Kedua pasal itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena mekanisme pilkada dipilih secara demokratis (musyawarah/perwakilan), bukan dipilih secara langsung seperti pemilihan presiden/wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI  1945.
		Pemerintah menggantikan Undang - undang nomor 2 tahun 1999Tentang Partai Politik, ditetapkanlah Undang - undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang - undang ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini dibuktikan dari 240 Pasal yang ada, sebanyak 63 Pasal berbicara tentang pilkada langsung. Tepatnya mulai Pasal 56 hingga Pasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung. Lahirnya Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak serta merta langsung menciptakan pilkada langsung, namun harus melalui proses, yaitu dilakukannya judicial review atas Undang - undang tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (PERPU) No. 3/2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahan PP No.6/2005 tentang pedoman pelaksanaan pilkada langsung menjadi PP No.17/2005. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dimana calon kontestannya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Pemilu kepala daerah langsung sesuai dengan Undang - undang ini terlaksana pertama kali pada tanggal 1 Juni 2005. Pemilihan kepala daerah langsung  yang termaktub dalam Undang - undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. 
		Unsur dari pemilu demokratis yaitu adanya unsur complaince with and enforcement of electoral law. Dalam kerangka ini, hukum semestinya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pemenuhan atas pengaduan hukum dan penegakkan atas hak-hak pemilih serta menyediakan sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran tertentu​[3]​. Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih diantara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan.  
1.	Pelaksanaan pemilu di negara kita masih diiringi oleh berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.
2.	Undang-undang Pemilu baru melahirkan perubahan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga perlu dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu.
3.	Beberapa putusan peradilan dan praktik dalam pemilu ikut mewarnai penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.
		Pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenal perselisihan dalam pemilu ada 4 (empat), yaitu :
1.	Pelanggaran administrasi;
2.	Pelanggaran pidana;
3.	Sengketa dalam tahapan pemilu;
4.	Perselisihan hasil pemilu.
		Praktek hukum masih dikenal satu perselisihan lagi yaitu sengketa administrasi pemilu, yang biasanya diajukan di PTUN walaupun dalam perundang-undangan pemilu tidak diatur secara tegas tentang penyelesaian sengketa administrasi tersebut. Namun dalam kenyataan setiap putusan PTUN acapkali tidak bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Hal ini biasanya karena putusan PTUN baru inkrah setelah tahapan pemilu telah lewat, sehingga bisa berakibat pada timbulnya konflik sosial. PTUN menganggap bahwa keputusan KPU pada tahapan tertentu dalam pemilu adalah termasuk keputusan Pejabat TUN sehingga diklasifikasi sebagai obyek dalam sengketa administrasi yang menjadi kewenangan PTUN, dengan berpendapat bahwa sengketa itu bukan hasil pemilu melainkan adalah proses tahapan pemilu. Kendatipun dalam Undang-Undang sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak memasukan PTUN sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Sehingga Norma Hukum dalam UU 32 Tahun 2004 tidak bisa memberikan kepastian hukum dan tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk menjaga ketertiban dan memberi manfaat pada masyarakat tapi sebaliknya memberikan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat, karena produknya sering menimbulkan konflik sosial.
		Pada 17 Februari 2015, Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guburnur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada). UU  yang lahir dari Perppu No. 1 Tahun 2014 ini, sebenarnya telah mengalami sejumlah perubahan. Namun sayang, kelahirannya oleh sebagian kelompok masih dilihat prematur dan seperti “kejar tayang. Pasal 201 ayat (1-7) UU No. 1/2015 junto UU No. 8/2015 merinci tahapan pilkada sebagai berikut: 
	Tahap Pertama, Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 sampai pada bulan Juni  2016.
	Tahap Kedua,  Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli - Desember 2016 dan 2017. 
	Tahap Ketiga, Juni 2018, untuk kepala daerah yang jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.
	Tahap Keempat, tahun 2020, untuk kepala daerah hasil pemilihan 2015.
	Tahap Kelima, pada 2022, untuk kepala daerah hasil pemilihan pada 2017.
	Tahap Keenam, pada 2023, untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.
	Baru pada Tahap Ketujuh, tahun 2027 Pilkada betul-betul serentak akan dapat dilaksanakan secara nasional. Tahun 2027 adalah periode ketiga setelah masa keanggotaan DPR saat ini (2014-2019, 2019-2024, 2024-2029), padahal tidak ada jaminan kepastian hukum jika tahapan itu tidak berubah.
		Pada Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan PERPU menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada MK, jelas berlawanan dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak (lagi) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. MK juga menyebut pilkada bukan bagian dari rezim pemilu. Ini seperti menjadikan MK sebagai lembaga penitipan perkara, suatu kebijakan yang dipaksakan, apalagi bukan sementara. Karena pada Pasal 157 ayat (2) dijelaskan, bahwa  badan peradilan khusus baru akan terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional (yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2027).
		Masalahnya sama dengan penetapan pilkada yang panjang, apakah ada kepastian hukum bahwa badan/lembaga peradilan khusus itu pasti akan dapat terbentuk pada waktunya. Apalagi jika dihadapkan dengan kontroversi tentang pembentukan badan/lembaga baru. Belum lagi soal UU Pilkada yang rawan gugatan (judicial review). Perkara “saling lempar” wewenang di antara lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pilkada memiliki sejarah yang cukup panjang. 
	Pertama, bermula dari amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPR menyerahkan penyelesaian sengketa pilkada kepada Mahkamah Agung (MA). MA langsung mengadili sendiri sengketa hasil pemilihan gubernur, sementara untuk sengketa hasil pemilihan bupati/wali kota diserahkan kepada pengadilan-pengadilan tinggi. Dalam perkembangannya (sejak 2005 hingga 2008), putusan MA justru menuai banyak kontroversi. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap MA saat itu sangat rendah, belum lagi dengan perkara di MA yang menumpuk. Itulah alasan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada MK.
	Kedua, lahirlah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang memasukkan pilkada ke dalam rezim Pemilu. Pada Bab I Pasal 1 menyebutkan, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, sesuai Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945 memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pilkada.
	Ketiga, terbit UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang pengalihan sengketa hasil pilkada dari MA ke MK. Pasal 236C  berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”Sejak itulah, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh MK. Dalam perkembangannya (2008–2013), MK banyak mendapatkan apresiasi, kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap ratusan kasus sengketa pilkada yang ditangani oleh MK. Sampai pada Oktober 2013, MK terlilit kasus M Akil Mochtar yang membuat kepercayaan publik runtuh.
	Keempat, MK menguji konstitusionalitasnya mengadili sengketa pilkada berdasaramanat Konstitusi Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, di mana Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 mengatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Bunyi pasal ini tidak menyebutkan untuk memilih Kepala Daerah. Artinya konstitusi dinilai tidak memasukkan Pilkada ke dalam Bab yang mengatur tentang Pemilu. Dengan begitu, maka Pilkada tidak dapat digolongkan dalam rezim pemilu. Dan, atas dasar itu, konstitusionalitas MK dalam penanganan sengketa pilkada dianggap tidak sah. MK akhirnya mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013, yangmenyatakan MK tidak lagi berwenang menangani sengketa hasil pilkada. MK menyatakan hanya berwenang menangani rezim pemilu, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden.
	Kelima, muncul PERPU Nomor 1 Tahun 2014. Berdasar pada putusan MK, Presiden SBY memasukkan Pasal 157 ayat (1) berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”.Sebenarnya, pelimpahan penyelesaian sengketa kepada MA telah mendapatkan sokongan dari  pemerintah, dalam hal ini  Kementerian Dalam Negeri. Namun, hanya karena alasan penolakan, kekurangsiapan sebagian hakim agung di MA (sebagian Hakim Agung yang lain menyatakan siap), DPR dengan sangat “tidak hati-hati” menyerahkan kembali kewenangan sengketa hasil pilkada kepada MK.  
		Sengketa Pilkada 2015 yang dilaporkan Koalisi Majapahit terkait diloloskannya Rasiyo sebagai calon Wali Kota Surabaya akhirnya mendapatkan respons dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).  "Sebagaimana peraturan Bawaslu, kami harus menyelesaikan sengketa selama lima hari setelah pengajuan sengketa. Saya belum bisa berkomentar mengenai hasilnya, karena kami belum melakukan kajian," ujar Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariyadi, dihubungi di Surabaya, Jumat (18/9/2015).Wahyu menegaskan, hasil kajian klarifikasi pelapor, saksi, terlapor, dan bukti-bukti sengketa masih akan diplenokan oleh Panwaslu Kota Surabaya secara internal untuk menilai pelanggaran. "Serta menentukan apakah pelanggaran itu termasuk jenis pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana,"katanya. Sebelumnya, Koalisi Majapahit melaporkan keabsahan pendaftaran Rasiyo. Rasiyo dinilai tidak boleh mendaftarkan lagi, berdasarkan PKPU 12/2015, oleh KPU KotaSurabaya.Laporan Koalisi Majapahit bernomor 002/LP/Panwas-SBY/IX/2015 diterima Panwaslu Kota Surabaya, Senin 14 September 2015 lalu. Panwaslu merespons laporan ini dengan melakukan pemanggilan pihak-pihak bersangkutan Kamis (17/9/2015) malam. Di antaranya, AH Thony Ketua Pokja Koalisi Majapahit sebagai pelapor sengketa. Panwaslu Kota Surabaya juga memanggil dua orang saksi dan Komisioner KPU Kota Surabaya sebagai terlapor dalam sengketa, yakni Bagiyon Wakil Sekretaris I DPC Gerindra Kota Surabaya selaku saksi ahli, serta Zainal Alim Wakil Sekretaris II DPC Gerindra Kota Surabaya sebagai saksi. Sementara, dari KPU Kota Surabaya yang menghadiri panggilan Panwaslu antara lain Robiyan Arifin Ketua KPU Kota Surabaya dan tiga orang komisioner lainnya, yakni Nur Syamsi, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, dan Miftakhul Gufron.
		Kesaksian Pencalonan Rasiyo Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap semua komponen materiil pengajuan sengketa. Baik pelapor, terlapor, saksi, dan bukti-bukti yang telah diterima Panwaslu. Zainal Alim, salah satu saksi yang dipanggil oleh Panwaslu mengatakan, proses klarifikasi itu berlangsung kurang lebih satu jam. "Kurang lebih 20 pertanyaan. Pertanyaannya berkaitan pengetahuan tentang proses Pilwali Surabaya, lalu tentang kesaksian tentang pendaftaran Rasiyo-Lucy Kurniasari," ujarnya. Zainal membeberkan kesaksiannya pada Anggota Panwaslu Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran bahwa dirinya hadir dan menyaksikan sendiri pendaftaran Rasiyo-Lucy yang diterima KPU pada 8 September lalu. Sementara Bagiyon, kata Zainal, menjadi saksi ahli terkait kejanggalan-kejanggalan regulasi perpanjangan pendaftaran Paslon berdasarkan Surat Edaran (SE) 443/KPU/VIII/2015 yang diterbitkan oleh KPU RI. SE tersebut yang kemudian menjadi dasar pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon dan menyatakan Rasiyo bisa dicalonkan kembali. Padahal sebelumnya, KPU Kota Surabaya telah menyatakan sebaliknya, bahwa Rasiyo tidak bisa dicalonkan kembali berdasarkan pasal 89A PKPU 12 Tahun 2015. Mengenai pemanggilan ini, Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin, memilih tidak berkomentar.
		Adakalanya, satu sistem yang sudah diyakini dan setelah melalui proses pemikiran dan perjuangan yang begitu panjang- bagus memang harus dijalani. Masalah-masalah yang muncul kemudian dalam pemilukada langsung harus dipandang sebagai ujian demi mematangkan sistem agar tujuan hakikinya yakni mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat tetap dapat tercapai. Dan pemilukada langsung tidak lagi dianggap sebagai ‘duri’ dalam sistem otonomi daerah.

RUMUSAN MASALAH
1.	Apakah mekanisme sengketa penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2015  perubahan perpu Nomor 1 tahun 2014 dibandingkan dengan Undang –undang PTUN ?
2.	Bagaimana jika proses gugatan bila dikaitkan dengan Undang-undang PTUN bersamaan dengan proses tahapan pilkada?

TUJUAN PENELITIAN
1.	Untuk mengetahui mekanisme sengketa penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 terhadap perubahan perpu Nomor 1 tahun 2014 dibandingkan dengan Undang –Undang PTUN








	Memberikan masukan Hakim dalam penyelesaian sengketa penetapan kepaladaerah agar sesuaidengan hukum yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai membuat laporan) berdasarkan atas gejala-gejala ilmiah.
	Jenis penelitian merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian penulis mencoba mengkaji sengketa calon pilkada Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 perubahan atas PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentangGubernur, Bupati, Walikota.
	Agar mendapatkan kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji UUD NRI 1945, Undang-UndangPTUN serta Undang-undang Nomor8 tahun 2015 terhadap perubahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada). Pendekatan konsep yakni mengkaji konsep penyelesaian sengketa calon kepala daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2015.




	Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945
	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 terhadap perubahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah







Bahan hukum sekunder yang terdiri atas    naskah akademik, buku-buku, jurnal-jurnal, atau pendapat yang berasal dari ahli-ahli hukum yang diakui dan terkemuka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Sengketa Pilkada
3.	Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier dimana bahan hukum berikut akan digunakan sebagai pemberian petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier berikut dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa.
Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai Sengketa Pilkada, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi.
	Tehnik Pengumpulan BahanHukum Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,dan bahan hukum sekunder dan tersier berupa artikel-artikel, pendapat ahli maupun makalah.akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan tersebut kemudian akan dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk kemudian dikaji.
Pendekatan Penelitian Agar mendapatkan kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:
1.	Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji UUD NRI 1945, Undang-UndangPTUN serta Undang-undang Nomor8 tahun 2015 terhadap perubahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (Pilkada).
2.	Pendekatan konsep yakni mengkaji konsep penyelesaian sengketa calon kepala daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2015.

	Teknik Analisis Bahan Hukum Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif adalah diberikan penggambaran mengenai suatu deskriptif tentang pemilihan kepala daerah dalam pemilu, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan petunjuk dan arahan.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
		Perselisihan  antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa ditimbulkan dari dua hal. Pertama, perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.  
		Kedua, pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari pihak lain. Baik perbedaan penafsiran maupun penolakan, dapat saja terjadi antarpeserta pemilihan maupun antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sepanjang tahapan penyelenggaraan berlangsung. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
		Pengawas pemilu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Pengawas Pemilu yang akan mempertemukan para pihak, pada prinsipnya telah melakukan kajian baik laporan maupun temuan sengketa pemilihan. Dalam mempertemukan para pihak, pengawas pemilu berperan sebagai fasilitator musyawarah, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak menyampaikan permasalahan, tuntutan dan alasan. Jika diperlukan, pengawas pemilu dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak mengenai permasalahan yang disengketakan. 
		.  
		Selanjutnya, permohonan penyelesaian sengketa dinyatakan gugur apabila, pemohon dan/atau termohon meninggal dunia, pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah tiga kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh pengawas pemilu. Selanjutnya, termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa pemilihan, pemohon mencabut permohonannya. Sengketa dan Pelanggaran Pemilihan Sengketa pemilihan merupakan bagian dari pelanggaran pemilihan. Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyebutkan laporan pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP, adalah pertama, pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.  
		Kedua, pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Ketiga, sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu. Keempat, tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara  RI, adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan. Pelanggaran pemilihan yang telah disebutkan di atas, baik temuan pengawas pemilu maupun laporan masyarakat, sama-sama melalui proses kajian. Perbedaan hanya tampak pada mekanisme penyelesaian atau penanganan pelanggaran. Jika sengketa ditempuh melalui musyawarah mufakat, maka pelanggaran lainnya (kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilihan) dilakukan klarifikasi meminta keterangan dari pelapor dan terlapor. Selepas klarifikasi meminta keterangan, pengawas pemilu melakukan kajian dugaan pelanggaran, kemudian mengeluarkan surat penerusan dan status laporan. 
		Kesiapan Struktur Pengawas Pemilu  Pada 12 Mei 2015 lalu, pengawas pemilihan (Panwas) untuk pilkada di sembilan kabupaten/kota di Riau sudah dilantik. Panwas juga sudah mendapatkan pembekalan berbagai materi agar semakin siap melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban. Seperti prinsip-prinsip pemilu demokratis, struktur organisasi pengawas pemilu, pemetaan potensi pelanggaran dan fokus pengawasan, penyusunan teknik pengawasan, prosedur penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, kajian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilihan dan sebagainya.  Koordinasi dengan stakeholders menjadi tanggung jawab lanjutan yang harus dilakukan oleh Panwas. Selain kembali memastikan kesiapan anggaran pengawasan pemilihan, juga kesiapan sekretariat pendukung dari pemerintah kabupaten/kota setempat. Sejauh ini, hasil koordinasi yang dilakukan sebagai tindaklanjut pembekalan yang didapat, sudah mulai tampak membuahkan hasil. Panwas kabupaten/kota sudah ada yang menandatangani NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah). Menyusul kerja berikutnya, melakukan rekrutmen Panwas kecamatan. Akhirnya, selamat berjuang panwas kabupaten/kota terpilih.
		Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) kembali membuka pendaftaran tahap tiga bagi peserta Pilkada Surabaya 2015. Pendaftaran akan mulai dibuka pada, 8-10 September 2015. Sebelumnya, KPU Surabaya akan melakukan sosialisasi pendaftaran pada 5-7 September. "Jadi, pendaftaran yang sebelumnya dibuka pada 6-8 September itu dibuat untuk sosialisasi. Sementara pendaftaran akan dibuka lagi pada 8-10 September," kata Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin, usai mengikuti rapat koordinasi terkait sengketa Pilkada Surabaya bersama Panwaslu Surabaya, Bawaslu Jatim dan kedua parpol (PAN-PD, red) di kantor Bawaslu Jatim, Sabtu (5/9/2015). 
Robiyan minta kepada pasangan calon (Paslon) segera menyiapkan berkas persyaratan, jika ingin mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam Pilkada Surabaya 2015. 
		Mekanisme perlindungan hukum ini penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik perorangan maupun kelompok, dengan Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU PTUN 2004) junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU PTUN 1986) menyebut sengketa tersebut sebagai sengketa TUN. Sengketa TUN muncul jika seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, Pejabat TUN dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian.
		Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat TUN dengan masyarakat. Selain untuk memberikan pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan PTUN adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang TUN, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektit, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.
		Penyelesaian sengketa TUN, baik menurut UU PTUN 1986 maupun UU PTUN 2004 adalah dalam kerangka Negara Hukum Indonesia. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam UU PTUN 2004 dengan menyatakan bahwa PTUN merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
		Secara sederhana Hukum Acara diartikan sebagai Hukum Formil yang  bertujuan untuk mempertahankan Hukum Materil. Hal-hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di atas, merupakan ketentuan-ketentuan tentang Hukum Materil di Peratun. Sementara itu mengenai Hukum Formilnya juga diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, mulai dari Pasal 53 s/d Pasal 132. Penggabungan antara Hukum Materil dan Hukum Formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan TUN dengan Peradilan lainnya. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa TUN di PTUN, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal  yang merupakan ciri atau karakteristik Hukum Acara Peratun sebagai pembeda dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata).
		Menurut Philippus M. Hadjon ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu:
1.	asas praduga rechmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang di gugat (Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986);
2.	asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 hanya saja masih dibatasi ketentuan Pasal 100;
3.	asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata . Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 63 ayat (1 dan 2), Pasal  80 dan Pasal 85;
4.	asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat “erga omnes”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja – tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas “erga omnes”.
		Karakteristik lain dalam hubungan dengan PTUN adalah: adanya tenggang waktu mengajukan gugatan, yang dibatasi hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN dan adanya Proses Dismissal (Rapat Permusyawaratan) oleh Ketua PTUN untuk memeriksa apakah gugatan  memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Pasal 62 UU PTUN 1986, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar.
		Dilihat dari beberapa karakteristik PTUN diatas, terlihat adanya upaya untuk  menciptakan keseimbangan di dalam proses PTUN antara pejabat TUN dengan warga masyarakat yang secara faktual berbeda status dan kedudukannya, dimana pejabat TUN mempunyai otoritas kekuasaan pemerintahaan sedangkan warga masyarakat merupakan pihak yang diperintah dan harus tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Pemerintah (pejabat TUN). Oleh karena itu adanya karakteristik PTUN tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan hak-haknya akibat terbitnya suatu KTUN oleh  Pejabat TUN.

		Keberadaan pasal 2 huruf g Undang Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) masih sering memicu munculnya berbagai macam penafsiran. Pasal ini merumuskan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah:  Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”. 
		Artinya, pasal ini menjelaskan bahwa salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat diselesaikan dan diputus melalui mekanisme PTUN adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Dalam tafsir yang paling sederhana, bahwa selain tahapan penghitungan suara, semua tahapan pemilu memiliki peluang untuk digugat melalui mekanisme hukum. Mengingat setiap tahapan pemilu memiliki dasar hukum yakni Surat Keputusan KPU, maka SK KPU tentang setiap tahapan itulah yang berpeluang menjadi obyek perkara dalam PTUN.
		Namun ternyata Mahkamah Agung memberikan makna lain. Lewat Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005, Mahkamah Agung memberikan tafsir bahwa semua SK KPU yang terbit pada semua tahapan pemilu tidak dapat diproses di PTUN, termasuk SK yang tidak terkait dengan hasil Pemilihan Umum. Pada butir 2 SEMA disebutkan bahwa dihubungkan dengan pasal 2 huruf g UU PTUN, maka keputusan atau penetapan (KPUD) tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili. Menurut SEMA ini, sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut mengenai hasil pemilihan umum, haruslah diartikan meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum. Sebab, apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama, yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula, yaitu perihal pemilihan umum, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan. Bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial. SEMA juga menunjuk putusan No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.
 
		Logika rasionalitas seperti itu pada sengketa pilkada 2015 akan tetap menjadi dilema dan problem yang tak berkesudahan apabila pasal 55 UU PTUN masih tetap memberikan waktu 90 hari untuk tenggang waktu menggugat tanpa memberikan pilihak spesialis atau eksepsional dalam kasus Pemilukada. Dengan adanya peluang menggugat, maka secara hukum pada para pencari keadilan tetap melekat hak untuk menggugat. Dalam posisi itu secara hukum juga terbuka kemungkinan terbitnya keputusan-keputusan hukum yang mungkin juga keluar dari rasionalitas yang dipahami secara umum. Dengan demikian, apabila pasal 55 UU PTUN tidak memberikan pilihan eksepsional, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tahapan pilkada. 
		Artinya, Perppu Pilkada yang mencabut suatu UU menjadi presiden buruk jika presiden saat ini dan berikutnya menjadikannya sebagai dasar untuk melawan UU yang tidak sesuai kehendak politiknya meski sudah disepakati bersama DPR. Mayoritasnya Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) plus Fraksi Partai Demokrat di parlemen bukan tidak mungkin “obral perppu” akan jadi tontonan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Perppu Pilkada itu disetujui DPR menjadi UU, satu aspek yang patut dipikirkan adalah ada desain “pilkada serentak” secara regional (provinsi) dimulai pada 2015. Pada 2019 sesuai putusan MK juga dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Tetapi, pemilu serentak akan dilakukan secara nasional pada 2020. Termasuk pemilihan kepala desa serentak di kabupaten pada hari dan bulan yang sama. Ketentuan pilkada serentak diatur pada Pasal 201 Perppu Pilkada bahwa pemungutan suara serentak untuk memilih gubernur, bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada 2015.
		Pemungutan suara serentak bagi gubernur, bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2016, 2017, dan 2018 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada 2018 dengan masa jabatan gubernur, bupati/wali kota sampai 2020. Jika pemilihan tidak dapat diselenggarakan karena tidak ada calon yang mendaftar, diangkat penjabat kepala daerah sampai terpilih gubernur, bupati/wali kota pada 2020. Pemungutan suara serentak yang masa jabatannya berakhir pada 2019 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada 2020. Pemungutan suara serentak secara nasional dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada 2020. Salah satu tujuan pilkada serentak adalah meminimalisasi anggaran dari APBN dan APBD. Namun, berkaca pada pengalaman selama ini, justru biaya calon kepala daerah yang sebetulnya sangat besar dan susah dikontrol meskipun ada pembatasan.
		Pada tanggal 20 Januari 2015 Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Menyetujui Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut selanjutnya ditetapkan pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pilkada.Persetujuan tersebut merupakan tindaklanjut dari pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BUpati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendapat reaksi penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.
		Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakatmuncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat.Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Ciceromengatakan, “Ubi Societas Ibi Ius” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau  norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.​[4]​Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
		Menurut Van Kan​[5]​, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah,sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu. Tetapi, ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan :
1.	Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan.
2.	Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanahan, kehutanan, kelautan, udara dan lain-lain.
		Dengan demikian “Sengketa Pilkada” dapat diartikan sebagai suatu benturan kepentingan yang terjadi antara calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya  dalam peristiwa hukum yang namanya ”Pemilihan Kepala Daerah”.

B.  Pembahasan
1.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Perubahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan Undang-undang PTUN

		Pemilu telah diselenggarakan oleh pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik sebagai pesertanya, pengertian politik dan pemerintahan dalam ilmu pengetahuan hukum tata negara tidak mempunyai arti yang sama sebutannya (een-duidig). Juga bukan pengertian menurut ilmu pengetahuan hukum yang khas (spesifik). Namun demikian kita akan berhenti sejenak dalam pengertian yang lebih umum ini karena itu dapat berguna sebagi penentu analisi lebih jauh dari pengertian pemilu. Dataran pertama, dimana diputuskan arah mana akan diberikan kepada kehidupan negara, apakah itu dari politik, dari pimpinan negara, dari kebijakan pembuatan undang-undang dan Kebijakan pemerintah. dataran kedua adalah pelaksanaan yang diputuskan dalam dataran pertama.​[6]​
		Didalam negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensil dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik maka : 
1.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
2.	Perumusan kebijakan publik disusun secara partisipatif dan transparan.
3.	Memiliki akuntabilitas publik yang jelas. d. Adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat.  
		Diera otonomi daerah pengembangan demokrasi dan partisipasi publik daerah, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Diharapkan demokrasi di tingkat lokal, mampu menjadi pintu masuk bagi kemajuan daerah, karena dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung legitimasi politik Kepala Daerah besar, walaupun demikian tidak berarti Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan bertindak semaunya.   
		Proses demokrasi di daerah juga diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat lokal yang tinggi dan kritis, juga diharapkan akan muncul 'civil society" yang kuat di daerah. Kalau demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "chek and balance" akan otomatis terjadi. Yang perlu dilakukan dan dijaga betul oleh semua kompenen di daerah kaitannya dengan demokrasi ini adalah ekses-ekses yang tidak diinginkan. Terjadinya ekses-ekses tersebut bukan demokrasinya yang salah tetapi pada perilaku demokrasi. 
		Oleh karena itu agar proses demokrasi berjalan dengan baik kami harapkan agar penyelenggara Pilkada (KPUD dan panwas) tetap selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan dan memberlakukan pasangan calon secara adil dan setara. Kepada jajaran pemerintahan daerah kami juga mengharapkan agar mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada dan berlaku netral tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.
		Sengketa Pilkada Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses Pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta Pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas Pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil Pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam UU, yakni: (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam Pemilu dan Pilkada terjadi sebagai akibat kekurangan aturan main yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara Pemilu mengenai peserta Pemilu dan kandidat presiden (serta kandidat kepala daerah). Gagalnya calon peserta Pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara Pemilu masih terus terjadi​[7]​.
		Terkait dialihkannya penyelesaian sengketa hasil pemilihan dari MK kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dalam Bab XX Pasal 136-159 Undang-undang no.8 tahun 2015 terhadap perubahanPerrpu No. 1 tahun 2014. Hal ini sekaligus menganulir ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK serta UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain menyebutkan, salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu dan Pemilukada. Selanjutnya, dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada. 
		Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 terhadap perubahan Perppu Nomor 1 yang mengembalikan wewenang penanganan sengketa hasil pemilihan Pilkada Langsung dari MK ke MA, diragukan kredibilitas, efektivitas dan ketuntasannya. Terutama bila dikaitkan dengan reputasi dan track record MA dalam menangani berbagai perkara hukum baik secara kualitas maupun kuantitas (banyak tunggakan perkara), meskipun disadari wajah MK sempat babak belur ulah mantan Ketua MK Akil Mochtar  yang terbukti memperjualbelikan sejumlah putusan MK dalam penanganan sejumlah sengketa Pilkada Langsung di beberapa daerah. Diatas itu semua, regulasi yang termaktub dalam Bab XX Pasal 136-159 Undang-undang no.8 tahun 2015 terhadap perubahanPerrpu No. 1 tahun 2014 ini seolah-olah telah mengembalikan pemilihan dari rezim Pemilu kepada rezim Pemerintah Daerah. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (UUD 1945 Pasal 22 E) dan putusan  MK No. 072-073/PUU-II/2004 dan No. 97/PUU-XIII/2013 yang secara substansial memposisikan Pilkada Langsung sebagai regim Pemilu. Dengan demikian, Undang-undang no.8 tahun 2015 terhadap perubahanPerppu No. 1 Tahun 2014  oleh pencetusnya didisain dengan politik setengah hati dan penuh dengan ambiguitas antara hendak melaksanakan Pilkada Langsung dengan Pilkada Tidak Langsung.
		Dengan mempertimbangkan krusialitas, problematika dan ranjau-ranjau Perppu No. 1 tahun 2014, maka pembahasan Perppu No. 1 oleh DPR ini harus secara proaktif dicermati dan dikawal secara ketat oleh Penyelenggara Pemilu dengan cara memberikan masukan yang cerdas agar ketika Perppu ini disahkan oleh DPR menjadi lebih komprehensif dan berkualitas serta mampu menjawab berbagai kritik pedas terhadap ekses negatif dari penyelenggaraan Pilkada Langsung selama ini. Pada saat yang sama, KPU dituntut bersikap profesional, akuntabel, transparan dan membuka akses publik seluas-luasnya terkait dengan  perencanaan dan penyusunan PKPU Tahapan Pilkada Langsung dari draf awal hingga akhir harus melibatkan berbagai kalangan,  khususnya terhadap Bawaslu. Sebab, institusi inilah yang akan mengawal dan mengawasi seluruh proses dan tahapan Pilkada, termasuk memastikan bahwa peraturan-perundangan termasuk yang diterbitkan oleh KPU dilaksanakan secara konsisten, sungguh-sungguh dan nyata.
		Dalam Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengartikan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Hal ini berarti bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari sebuah keadilan terhadapsengketa Tata Usaha Negara.
		Pada hakikatnya, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dijalankan. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde yang dapat dilaksanakan. Kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada tergugat, yang pada dasarnya eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara menekankan pada asas self respect dan kesadaran hukum dari pejabat Tata Usaha Negara (pejabat publik) terhadap isi putusan hakim. Dimana asas self respect dalam kaitannya dengan proses eksekusi dapat dilaksanakan tergantung pada kesadaran pejabat tata usaha negara, untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
		Sedangkan, Mekanisme sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun ada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Muncul kekhawatiran, penanganan perkara sengketa pemilu menyebabkan para pencari keadilan kesulitan karena ditangani di dua lembaga yang memiliki sistem penanganan perkara yang berbeda. Salah satu contoh, MK memiliki batas waktu 14 hari dalam menangani sengketa pemilu sedangkan PTUN tidak memiliki batas waktu tersebut bahkan dapat dilakukan upaya hukum lanjutan yakni pada tingkat banding dan Kasasi.
		Untuk menghindari hal itu, MK mencoba menjalin koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA). Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga peradilan dapat saling terintegrasi. Ada tahapan yang bisa disengketakan di PTUN tapi hasilnya di MK. Oleh karena itu, setelah keluar putusan MK kan ada putusan TUN, bagi pencari keadilan itu agak menyulitkan. Terdapat persoalan yang selama ini terjadi di seputar pelaksanaan pemilu dan paling banyak muncul dalam pilkada. Salah satu masalah yaitu lamanya putusan PTUN yang dikeluarkan dalam waktu cukup lama. "Putusannya bisa berbeda. Misalnya, calon yang tidak memenuhi syarat oleh PTUN, tapi KPU terus, setelah hasil digugat ke MK, MK pun memutuskan. Tapi putusan PTUN itu belakangan baru turun, kan mereka ada tenggat waktu untuk, ada banding, ada kasasi. Kalau kami (MK) 14 hari. Itu di lapangan ada persoalan juga. Namun demikian, Jadi penulis berpendapat bahwa Seharusnya secara teknis MK, MA dan KPU duduk bersama membicarakan beberapa hal yang menyangkut sengketa pilkada membuat surat keputusan bersama agar sengketa di selesaikan dalam satu lembaga bukan lagi pada MK jika menggunakan UU no.8 tahun 2015 atau MA jika menggunakan UU PTUN.

		Partai politik merupakan cermin kebebasn berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir serta kebebasan berekspresi. On tahaleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.​[8]​ Dengan demikian hakikat HAM dapat dinyatakan sebagai hak yang dimiliki setiap orang untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan pemberian negara atau pihak lain, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun dan kewajiban semua pihak terutama negara untuk melindungi dan menegakkan HAM.​[9]​ Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus demokratis, dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.
		Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian Internasional kemudian doktrin.​[10]​Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian/atau verifikasi.Namun,meskipun sebuah partai politik telah berdiri, partai itu tidaklah otomatis dapat menjadi peserta pemilihan umum. Untuk menjadi peserta Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilihan Umum wajib mendaftarkan diri KPU. KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dilapangan untuk memastikan apakah partai tersebut memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur oleh undang-undang.
		Tahapan selanjutnya barulah KPU memutuskan partai politik manakah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum bahwa dengan pemahaman seperti diatas, terlihat jelas norma dalam Pasal 6A ayat (2) dalam frasa yang mengatakan bahwa “partai politik peserta pemilihan umum” adalah partai yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum untuk tahun tertentu mengingat Pemilihan umum sebagaimana dikemukakan oleh norma Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 diadakan setiap lima tahun sekali, Bahwa partai politik seperti itulah yang berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum dalam setiap lima (5) tahun sekali, sebagaimana dikemukakan oleh norma Pasal 22E ayat(2) UUD NRI 1945.
		Mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi check and balance kecenderungan kekuasaan yang ada digenggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.​[11]​Tenggang waktu dalam sebuah gugatan, termasuk gugatan dalam PTUN menjadi penting untuk menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara. Tenggang waktu lazim juga disebut bezwaartermijn atau klaagtermijn. Ini merupakan batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan hanya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara.
		Secara konseptual, tenggang waktu menggugat selama 90 hari dalam hukum acara PTUN  menurut pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 termasuk sangat singkat. Disebut singkat apabila dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan pasal 835, 1963, dan 1967 KUH Perdata. Tenggang waktu menurut ketentuan tersebut adalah selama 30 tahun. Demikian pula menurut putusan Mahkamah Agung No.26/K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972. Dalam hukum adat lewat waktu untuk hak milik atas tanah bahkan tidak dikenal, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973 tangal 19 Desember 1973.
		Berdasarkan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II), makan tenggang waktunya 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. Sedangkan bagi pihak ke III yang berkepentingan, maka tenggang waktunya sejak 90 KTUN itu diumumkan. Yang menjadi masalah, dalam praktek pemerintahan, belum ada suatu ketentuan yang pasti tentang tata cara pengumuman suatu KTUN. Hal ini berpotensi merugikan pihak ketiga yang sesungguhnya punya kepentingan terhadap terbitnya KTUN,  namun tidak mengetahui secara langsung. Berdasarkan kondisi demikian, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.
Poin SEMA No. 2 Tahun 1991 secara substansi memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan. Dengan SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu KTUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam. Dalam konteks perkara PTUN yang terkait dengan Pilkada, maka substansi SEMA No. 12 Tahun 1991 inilah yang berpotensi memicu lahirnya ketidakpastian hukum dalam tahapan pilkada. Berdasarkan prinsip merasa kepentingannya dirugikan, pihak ketiga dapat saja mengajukan gugatan selama 90 hari sejak kepentingannya dirugikan meskipun pada faktanya tahapan pilkada sudah akan berakhir atau bahkan sudah selesai.
		Sesungguhnya, proses gugatan adalah sesuatu yang normatif dan biasa-biasa saja. Adalah hak setiap orang untuk melayangkan gugatan. Yang menjadi persoalan, dalam peristiwa politik seperti pemilukada, masa tenggang waktu menggugat seperti yang diatur dalam pasal 55 merupakan rentang waktu yang cukup lama. Sehingga memicu ketidakpastian hukum bagi KTUN serta mengganggu proses pemilihan. Idealnya, penyelesaian hukum dalam peristiwa politik seperti pemilihan umum diatur proses hukum yang  berjalan dan selesai dalam waktu relatif singkat.
		Jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN menurut pasal 55 adalah 90 hari. Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu pengajuan sengketa pemilukada ke Mahkamah Konstitusi yang sangat pendek, yaitu dibatasi hanya 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No.6/2005 jo UU No.12/2008), sedangkan untuk kasus pidana pemilukada harus dilaporkan paling lambat 7 hari (vide Pasal 110 PP No.6/2005). Pembatasan jangka waktu gugatan sengketa pemilukada dimaksudkan agar proses pemilukada tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan baik di PTUN, di MK maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang lewat waktu dinyatakan tidak dapat diterima.
		Dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan konseptual untuk mendudukkan aturan tenggang waktu yang proporsional dalam perkara pilkada. Dalam pandangan penulis, tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU PTUN harus diterapkan  asas lex specialis derogat legi generali pada kasus sengketa Pemilukada. Asas ini diterapkan apabila terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan  yang umum maka yang khusus yang berlaku. Dalam konteks ini, ketentuan tenggang waktu pasal 55 dalam UU PTUN harus dimaknai secara hukum berlaku pada tataran ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara secara umum. Namun ketika ketentuan hukum acara PTUN berhadapan dengan kasus khusus, seperti halnya kasus sengketa Pemilukada --yang mana tahapan Pemilukada menghendaki proses penyelesaian hukum yang cepat-- ketentuan tenggang waktu UU PTUN harus ditentukan secara khusus dalam sengketa pemilukada. Formula hukum yang paling proporsional adalah, UU PTUN harus mencantumkan materi eksepsional dalam ketentuan pasal 55, bahwa dalam hal sengketa Pemilu atau Pemilukada, maka tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 7 hari sejak keputusan KPU/KPUD dan atau Bawaslu/Panwaslu diterbitkan atau diumumkan.
		Selain itu, muncul obyek gugatan baru berupa penetapan hasil pemilukada yang bukan menjadi wewenang PTUN karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 07 Tahun 2010, dalam hal ada sengketa tata usaha negara yang terjadi pada tahap persiapan pemilukada, seharusnya segera diajukan dalam tahap persiapan atau sebelum lewat tahap pelaksanaan pemilukada (pemungutan suara: pencontrengan atau pencoblosan), tahap penghitungan suara dan tahap penetapan calon terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara.




Berkaitan dengan permasalahan apa yang disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah KPU ( Komisi Pemilihan Umum ).
2.	Upaya sistematis dan konseptual untuk mendudukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah. 

Saran
Dari analisis sebagaimana diuraikan di atas, masukan dikemukakan saran sebagai berikut:
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